
S A L I N A N 
 

 

 

BUPATI TANAH LAUT 

 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 5 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

 

TARIF RETRIBUSI MINI SOCCER   

RUANG TERBUKA HIJAU BRIGJEN H. HASAN BASRI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 

Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 

Daerah “Apabila dalam perkembangannya terjadi 

pembangunan dan penambahan aset daerah yang 

belum tercantum dalam Peraturan Daerah ini, dimana 

dalam pemanfaatannya dapat dijadikan objek retribusi 

dan digunakan oleh subjek retribusi maka tarif atas 

pemakaian kekayaan daerah dimaksud ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati”; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Tarif Retribusi Mini Soccer Ruang 

Terbuka Hijau Brigjen H. Hasan Basri; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 

Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 



2  

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah 

diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, 

Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 

Nomor 6841); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6841); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5161); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 

Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 

Tahun 2013 Nomor 1); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI MINI 

SOCCER RUANG TERBUKA HIJAU BRIGJEN H. HASAN BASRI. 
 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah 

Laut. 

4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup 

adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tanah Laut. 

5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan pribadi atau Badan. 

6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 

menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan 

oleh sektor swasta. 
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7. Retribusi Mini Soccer yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 

pembayaran atas pemekaran kekayaan daerah berupa aset lapangan 

sepak bola mini (Mini Soccer) yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah 

Daerah yaitu Mini Soccer Ruang Terbuka Hijau Brigjen H. Hasan Basri. 

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 

batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan 

tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun 

data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang 

terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta 

pengawasan penyetorannya. 

 

BAB II 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

 

Pasal 2 

 

(1) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut: 

 

No. Waktu  
Retribusi 

Satuan 
Senin - Kamis Jum'at Sabtu - Minggu 

1. 06.00-11.00  Rp500.000,00   Rp600.000,00   Rp700.000,00 /2 Jam 

2. 11.00-15.00  Rp200.000,00  Rp200.000,00  Rp300.000,00 /2 Jam 

3. 15.00-18.00  Rp600.000,00   Rp700.000,00  Rp800.000,00 /2 Jam 

4. 18.00-00.00  Rp800.000,00  Rp900.000,00  Rp900.000,00 /2 Jam 

5. 00.00-03.00  Rp500.000,00  Rp600.000,00  Rp600.000,00 /2 Jam 

 

(2) Tata cara pungutan, tagihan, penetapan, pembayaran, penyetoran ke Kas 

Daerah dan pertanggungjawaban berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup 

sebagai pengelola Mini Soccer Ruang Terbuka Hijau Brigjen H. Hasan 

Basri.  

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 3 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Tanah Laut. 

 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 2 Januari 2023                        

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

   Ttd 

 

             H. SUKAMTA 

 

Diundangkan di Pelaihari  

pada tanggal 2 Januari 2023                            

 

   SEKRETARIS DAERAH   

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

 Ttd  

 

      H. DAHNIAL KIFLI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 5 


